Nom

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

PUTUSAN
or Register Permohonan: 09/PS.REG/33.15/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas
dan menyelesaik
berikut:

Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya memeriksa

an sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilhan Umum Kabupaten

Mamberamo Raya telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa

Proses Pemiliha

Umum, permohonan dari:

1) Nama : YAKOBUS BRITAY, S.IP
No. KTP : 9120010405760001
Alamat/Tempat Tinggal : Burmeso, Kabupaten Mamberamo Raya
Tempat, Tanggal Lahir . Biri, 4 Mei 1979
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Bupati Mamberamo Raya/Ketua
DPD Partai Goikar
2) Nama : ZAKARIAS DALE, S.H
No. KTP : 9120010101640001
Alamat/Tempat Tinggal : Kasonaweja, Kab. Mamberamo Raya
Tempat, Tanggal Lahir : Manado, 1 Januari
PekerjaanfJabatan : Sekretaris DPD Partai Golkar Kab.
Mamberamo Raya




Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Dewan
Pimpinan Cabang Partai Golongan Karya Kabupaten Mamberamo Raya dan
Sekertaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Golongan Karya Kabupaten
Mamberamo Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
terkait Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya
Nomor 60/PL.01.6.BA/9120/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 03 Mei 2019 tentang
Klarifikasi Partai Golongan Karya Kabupaten Mamberamo Raya terkait
keterlambatan menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye (LPPDK) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya yang berkedudukan di

Kasonaweja, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Dengan nomor permohonan bertanggal 07 Mei 2019 yang diterima oleh Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 07
Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 08 Mei 2019 dengan Nomor
09/PS.REG/33.15/V/2019

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor
Register 10/PS.REG/33.15/V/2019. dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN
Keberatan atas dikeluarkannya Berita Acara Komisi Umum Pemilihan
Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 60/PL.01.6.BA/9120/KPU-
Kab/IV/2019 tanggal 03 Mei 2019 tentang Klarifikasi Partai Golongan
Karya Kabupaten Mamberamo Raya terkait keterlambatan menyampaikan
LPPDK Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
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Atas keterlambatan Partai Golongan Karya Kabupaten Mamberamo Raya

menyampaikan LPPDK sebagaimana disebutkan dalam Keputusan KPU
Kabupaten Mamberamo Raya, Partai Golongan Karya telah memberikan
alasan yang akurat dan realistis oleh sebab itu pemohon mengajukan
permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu

Kabupaten Mamberamo Raya.

ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Alasan-alasan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Bahwa pemohon terlambat menyerahan LPPDK disebabkan Pemohon
baru menyesuaikan dana kampanye berdasarkan format Komisi
Pemilihan Umum secara lengkap sejak tanggal 27 April tahun 2019
hal ini karena semua Calon DPRD Kabupaten Mamberamo Raya
belum ada di tempat;

b. Bahwa Pemohon menerangkan saudara Harius Wariko adalah
Bendahara sekaligus Calon DPRD Partai Golkar Kabupaten
Mamberamo Raya, membuat penyusunan LPPDK mengalami
keterlambatan ke KPU Kabupaten Mamberamo Raya;

c. Bahwa keterlambatan Pemohon menyampaikan LPPDK dikarenakan
Caleg atas nama Robby Rumansara sedang berduka sehingga
terlambat menyampaikan Laporan Akhir Partai;

d. Bahwa dikarenakan pelaksanaan Pleno Rekapitulasi penghitungan
suara tingkat Distrik terlambat, sehingga ~mengakibatkan
keterlambatan pembuatan LPPDK.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada

Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya untuk menjatuhkan Putusan

sebagai berikut:

a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

b. Memerintahkan kepada termohon untuk menerima LPPDK Partai
Golongan Karya;

c. Meminta Komisi Pelihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya untuk

melaksanakan keputusan ini.



Apabila Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya berpendapat lain mohon

Putusan ya

g seadil-adilnya (ex aequo ef bono).

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan

jawaban pada

hal-hal sebagai

B.

JAWABAN

sJiang Adjudikasi tanggal 16 Mei 2019, telah mengemukakan

erikut:

TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Adapun jawaban Termohon terhadap pokok permohonan pemohon
Nomor B-48/P.GOKAR/DPD-KMR/2019 terkait keberatan pemohon
terhadap Berita Acara KPU kabupaten Mamberamo Raya Nomor

60/PL.01.6.
Mamberam
Pemilihan

Mamberam

1. Bahwa
(5) dan

BA/9120/KPU-Kab/IV/2019 Klarifikasi Partai Golkar Kabupaten
L: Raya terkait keterlambatan menyampaikan LPPDK Pada

mum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

0 Raya menyampaikan sebagai berikut:

sesuai dengan ketentuan pada Pasal 53 ayat (2), ayat (3),ayat

ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun

2018 tentang Dana Kampanye sebagaimana telah diubah terakhir

dengan
yang be

ayat (2)

peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018
rbunyi :

Pengurus Partai Politik tingkat Pusat, daerah Provinsi, daerah

Kabupaten/Kota peserta pemilu anggota DPR dan DPRD wajib

menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50

kepada
dengan
ayat (3)

KAP yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum ditampiri
naskah asli LADK dan LPSDK Partai Politik.
Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

wajib dilampiri dengan naskah asli LPPDK calon anggota DPR, DPRD

Provinsil
ayat (b)

. dan DPRD Kabupaten/Kota.
Penyampaian LPPDK Peserta pemilu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dilakukan paling lambat 15 (lima

belas) h

ari setelah pemungutan suara.




ayat (6) penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dilakukan paling lambat pukul 18:00 waktu setempat.

2. Bahwa termohon telah menyampaikan surat pemberitahuan terkait

penyampaian LPPDK kepada Pemohon sebagaimana tersebut di atas

dan telah diterima oleh Pemohon.

Bahwa dengan melihat berbagai kondisi di Kabupaten Mamberamo

Raya Termohon meminta Majelis Sidang mempertimbangkan Putusan

yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

bahwa untuk menguatkan dalil-dalii Pemohon,

Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah

diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 sampai

dengan P-3 sebagai berikut:

Keterangan

Berita Acara KPU Kabupaten Mamberamo Raya
Nomor 60/PL.01.6.BA/9120/KPU-Kab/1V/2019
tanggal 03 Mei 2019 tentang Klarifikasi Partai
Golongan Karya Kabupaten Mamberamo Raya terkait
keterlambatan menyampaikan Laporan Penerimaan
dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pada
Pemilihan Umum Tahun 2019.

Daftar Hadir Klarifikasi Partai Politk terkait
keterlambatan penyerahan LPPDK Tahun 2019.

3.
C. BUKTI
1. Menimbang,
No | Kode Bukti
1 P-1
i P-2
3 P-3

Tanda terima Berita Acara KPU Kabupaten
Mamberamo Raya Nomor 60/PL.01.6.BA/9120/KPU-
Kab/IV/2019 tanggal 03 Mei 2019 tentang Klarifikasi
Partai Golongan Karya Kabupaten Mamberamo Raya
terkait keterlambatan menyampaikan Laporan
Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
(LPPDK) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.




2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii Termohon,

Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah
diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1

sebagai berikut:

No | Kode Bukti Keterangan

Surat Nomor 57/PL.01.6-SD/9120/KPU/KAP/IV/2019
tertanggal 21 April 2019 perihal pemberitahuan
kepada pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten
T-1 Mamberamo Raya terkait dengan Penyampaian
Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana
Kampanye (LPPDK) Partai Politik Peserta Pemilu
Tahun 2019.

. KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga

mengajukan saksi dengan keterangan berikut:

Saksi Pemohon Saudara Yosua Mesi Basutey, menerangkan di bawah

sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah Orang yang ditunjuk sebagai Saksi Pemohon
dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tingkat Kabupaten Mamberamo
Raya;

Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 02 Mei 2019 di Kabupaten
Mamberamo Raya sedang hujan, dan menjadi salah satu penyebab
keterlambatan penyerahan LPPDK;

Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 02 Mei 2019 Sekretaris Partai
Golkar dalam keadaan sakit sehingga yang bersangkutan tidak dapat
datang ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo
Raya dan diwakilkan oleh salah satu kader;

Bahwa Saksi menerangkan Partai Golongan Karya tiba dikantor Komisi
Pemilihan Umum pukul 18.36 WIT dan kantor sudah dalam keadaan

tutup;




Bahwa saksi menerangkan pada saat Termohon melaksanakan
sosialisasi terkait pengisian Formulir LPPDK, Pemohon hadir diwakili
oleh penghubung partai atas nama Oktovianus Bilasi;

Bahwa saksi menerangkan kondisi geografis wilayah Mamberamo
Raya yang sangat sulit, mengakibatkan keterlambatan para Calon
Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Raya tiba kembali ke
Kasonaweja yang merupakan ibukota Kabupaten Mamberamo Raya,

setelah mengikuti Pemilihan Umum di Dapil masing-masing;

Dalam hal ini Termohon tidak mengajukan saksi.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum sebagai berikut:

a.

Pasal 467 ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses
Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU
Provinsi, keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 468 ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu

Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.

Menimbang bahwa Pasal 15 ayat (1) dan (2) Perbawaslu 29 Tahun 2018

tentang pengawasan dana kampanye pemilihan umum.

ayat (1) Pengawas pemilu melakukan pengawasan terhadap LPPDK
sesuai dengan tingkatannya terhadap laporan transaksi penerimaan
dan pengeluaran dimulai dari masa kampanye hingga berakhirnya
masa kampanye.

ayat (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan :



a. Memastikan kepatuhan pelaporan;

Memastikan ketepatan waktu pelaporan;

o

Memastikan penerimaan dana kampanye tidak berasal dari
sumber yang dilarang;

Memeriksa terkait kelebihan sumbangan;

Memeriksa kelengkapan laporan;

Memeriksa kesesuaian pengeluaran dengan laporan;

Memeriksa identitas pemberi sumbangan;

S@ o0 a

Memeriksa kesesuaian sumbangan dengan jumlah nominal

batas dana kampanye,

i. Mencatatkan kelebihan sumbangan dan sumbangan yang
tidak sah;

j. Memeriksa bukti laporan penerimaan dan pengeluaran dana

kampanye.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Umum DPD
Partai Golongan Karya Kabupaten Mamberamo Raya,;

Menimbang, bahwa objek sengketa ini adalah Berita Acara KPU Kabupaten
Mamberamo Raya Nomor 60/PL.01.6.BA/9120/KPU-Kab/IV/2019 tanggal
03 Mei 2019 tentang Klarifikasi Partai Golongna Karya Kabupaten
Mamberamo Raya terkait keterlambatan menyampaikan LPPDK Pada
Pemilihan Umum Tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah
mengajukan jawaban tanggal 15 Mei 2019, adapun keseluruhan Jawaban
tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan

saksi sebagaimana disebutkan pada bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti berupa dokumen

sebagaimana disebutkan pada bagian Tentang Duduk Sengketa;




Menimbang,

dahulu Majelis Adjudikasi

Kabupaten

ahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih
mempertimbangkan kewenangan Bawaslu
amberamo Raya, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka

waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:

Menimbang,
disebutkan d
untuk memeri

Kedudukan |

Menimbang,
2018 tingkat
sengketa ke
2019 bertemp

Menimbang,
(4) Undang-U
Bawaslu,

bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan vyang telah

atas, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya berwenang

Lsa dan mengadili sengketa a quo;
fukum (Legal Standing) Pemohon

pahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun
Kabupaten Mamberamo Raya yang mengajukan permohonan
Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 07 Mei
yat di Kantor Bawaslu Provinsi Papua.

bahwa sesuai ketentuan Pasal 467 ayat (1), ayat (2) dan ayat
ndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima

permoho
dikeluark
keputusa
Permoho

dimaksu

E

i

an penyelesalan sengketa proses Pemilu sebagai akibat

nnya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan

KPU Kabupaten/Kota.
an penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana

|

pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu

dan/atau Peserta Pemilu.

!

Permohonan penyelesaian sengkera proses Pemilu sebagaimana

dimaksu
sejak ta
dan/atau

Menimbang,
24
sebagaimana
Tahun 2018 :

Nomor

i

pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja
ggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi,
keputusan KPU Kaupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.

bahwa sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Tahun 2018
telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 34

tentang Penyampaian Dana Kampanye




Pasal 53 ay
lambat 15 ha

Menimbang,

Pemilihan U

t (5) Penyampaian LPPDK peserta pemilu dilakukan paling

i setelah pemungutan suara.

ahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas
mum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor 18 T
Pemilihan Un

Pasal 7 ayat

hun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses

num, yang menyebutkan bahwa:

(1a) Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas:

Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri

sebagai |

Menimbang,
Peraturan B
Perubahan a
Tahun 2017
Umum, yang

veserta di Komisi Pemilihan Umum.

bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1a) dan ayat (2)
adan Pengawas Pemilu Nomor 27 Tahun 2018 tentang
tas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan

menyebutkan bahwa:

ayat (1a) Pemmohonan Penyelesaian Proses Pemilu dapat diajukan

dengan ¢

a.

ara:
Langsung, yaitu diajukan ke sekretariat Bawaslu, Bawaslu

Provinsi, atau Bawasiu Kabupaten/Kota;

ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disamparan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan

Keputus

Menimbang,

n KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut di atas,

Pemohon rlnempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk

mengajukan

permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada

Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya.
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|

3. Tenggang Wfktu Pengajuan Permohonan

Menimbang,
Nomor 7 Tah
Permohonan
dimaksud pa

tanggal pene

bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang
un 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakaan bahwa
penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana
da ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak

apan keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang, |bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Nomor 5 Tahun 2019 Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang dalam ketentuan

Pasal 15A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

Penyelesaian\Sengketa Proses Pemilihan Umum, yaitu:

ayat (1)

sebagaim

Petugas

Dalam hal dokumen/berkas administrasi Permohonan

ana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) belum lengkap,

Penerima Permohonan memberitahukan Permohonan belum

lengkap kepada Pemohon pada hari yang sama.

ayat (2)

melengka
waktu pa

Pemohon

Menimbang,
Berita
60/PL.01.6.B

Klarifikasi Pa
terkait keterla

2019;

Aca

Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
pi dokumen/berkas administrasi Permohonan dalam jangka
ing lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima

bahwa Pemohon merasa keberatan atas dikeluarkannya
a KPU Kabupaten Mamberamo  Raya
9120/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 03 Mei 2019 tentang
tai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Mamberamo Raya

Nomor

mbatan menyampaikan LPPDK Pada Pemilihan Umum Tahun
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (6) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana
Kampanye Pszilihan Umum Penyampaian |LPPDK sebagaimana dimaksud
pada ayat 5 dilakukan paling lambat Pukul 18:00 waktu setempat.

Menimbang, |bahwa atas dikeluarkannya Keputusan a quo, Pemohon
mengajukan permohonan sengketa proses Pemilu ke Bawaslu Kabupaten
Mamberamo |Raya pada tanggal 07 Mei 2019 yang kemudian diregister
tanggal 09 Mei 2019 dalam Buku Register Nomor 10/PS.REG/33.15/\V/2019
sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu

pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
Pendapat Majelis Adjudikasi

Menimbang, bahwa selanjutnya Maijelis Adjudikasi akan
mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar

Tahun 1945 Pemilhan umum dilaksanakan secara langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekati.

Menimbang, | bahwa Undang — Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum Pasal 3 Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara
pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi

prinsip:

. Kepastian Hukum;
. Tertib;
Terbuka;

. Proporsional;

T@ ™ 0 a0 T w

] Profiasional;
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i. Akuntabel:
j. Efektif dan
k. Efisien.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (6) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud
pada ayat 5 dilakukan paling lambat Pukul 18:00 waktu setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten
Mamberamo Raya terdapat dua Partai Politik yaitu PPP dan PDIP yang
menyerahkan laporan LPPDK melewati batas waktu yang telah ditentukan

oleh Komisi Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya
tertanggal 21 April 2019 melalui surat Nomor 57/PL.01.6-SD/9120/KPU-
Kab/IV/2019 telah menyampaikan pemberitahuan kepada 16 (enam belas)
Partai Politik Peserta Pemilu terkait dengan penyampaian LPPDK Partai
Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya Berita Acara Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 60/PL.01.6.BA/9120/KPU-
Kab/IV/2019 tanggal 03 Mei 2019 tentang Klarifikasi Partai Golongan Karya
Kabupaten Mamberamo Raya terkait keterlambatan menyampaikan LPPDK
Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Pemohon keberatan terhadap Berita

Acara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pada tanggal 02 Mei
2019 Pemohon melalui salah satu Kader Partai Golongan Karya sudah
berada di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya
mulai Pukul 07.00 waktu setempat namun yang bersangkutan kembali lagi
dikarenakan antrian yang sangat banyak dan yang bersangkutan hingga
tiga kali kembali ke Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya sambil
berkoordinasi dengan Ketua maupun Sekretaris Partai Golongan Karya.
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Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten
Mamberamo Raya terdapat dua Partai Politik yaitu PPP dan PDIP yang
menyerahkan laporan LPPDK melewati batas waktu yang telah ditentukan

oleh Komisi Pemilihan Umum.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Pengawasan LPPDK Bawaslu
Kabupaten Mamberamo Raya tertanggal 02 Mei 2019 menyampaikan hal-
hal sebagai berikut :
Bahwa pada hari terakhir tanggal 02 Mei 2019 Partai Politik yang
menyerahkan LPPDK adalah :

1. Partai Demokrat Pukul 09.41 waktu setempat

2. Partai Berkarya Pukul 10.29 waktu setempat

3. Partai PKPI Pukul 11.02 waktu setempat

4. Partai PAN Pukul 11.14 waktu setempat

5. Partai Perindo Pukul 12.34 waktu setempat

6. Partai Hanura Pukul 12.52 waktu setempat

7. Partai PBB Pukul 13.15 waktu setempat

8. Partai PKB Pukul 15.36 waktu setempat

9. Partai PSI Pukul 16.46 waktu setempat

10. Partai Nasdem Pukul 17.52 waktu setempat

11.Partai PPP Pukul 18.09 waktu setempat

12.Partai PDIP Pukul 18.13 waktu setempat

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo
Raya tertanggal 02 Mei 2019 ada tiga partai yang belum menyampaikan
LPPDK hingga Pukul 23:59 waktu setempat yaitu Partai Golkar, Partai PKS
dan Partai Gerindra.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di
atas, maka Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya berpendapat cukup

beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 Perubahan
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Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun

2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo
Raya untuk memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menyerahkan
LPPDK paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling

lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Mamberamo
Raya pada hari Selasa, tanggal Dua Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu
Sembilan Belas, oleh 1) Cornelia H. Mamoribo, S.E., selaku ketua merangkap
anggota 2) Zainal Sineri, S.H.,, 3) Metu Salack Kowi, S.E., masing-masing
sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya dan diucapkan
dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua
Puluh Dua, bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas, oleh 1) Zainal Sineri,
S.H., 2) Metu Salack Kowi, S.E., masing-masing sebagai anggota Bawaslu
Kabupaten Mamberamo Raya yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.
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BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

Ketua, Anggota Anggota

Cornelia H. Mamoribo, S.E. Metu Salack Kowi, S.E. Zainal Sineri, S.H.

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan
| naskah aslinya, 22 Mei 2019
i Sekretaris,

SLU

j BADARAENGAWAS PEMILIHAN UMUM
RAMO RAYA

Maria Y| Ibo, S.Sos
NIP. 197208282001122003
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